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Menimbang:

Mengingat:

REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24

dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006
tentang Jalan dan untuk mewujudkan jalan yang
memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan,
kelancaran arus penumpang dan barang, dan jaringan
jalan yang berkelanjutan perlu disusun ketentuan
mengenai persyaratan teknis jalan dan perencanaan
teknis jalan;

. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan
Kriteria Perencanaan Teknis Jalan sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan pengaturan sehingga perlu diganti;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat tentang Persyaratan Teknis Jalan dan
Perencanaan Teknis Jalan;

. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4655);

. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
40);

. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT TENTANG PERSYARATAN TEKNIS JALAN DAN
PERENCANAAN TEKNIS JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi
segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung,
bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada
permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah
permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan
air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu
lintas umum.

Jalan Bebas Hambatan adalah Jalan Umum untuk lalu
lintas dengan pengendalian Jalan masuk secara penuh dan
tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi
dengan pagar ruang milik Jalan.

Persyaratan Teknis Jalan adalah ketentuan teknis untuk
menjamin agar jalan dapat berfungsi secara optimal dalam
melayani lalu lintas dan angkutan Jalan.

Kriteria Perencanaan Teknis Jalan adalah ketentuan teknis
yang menjadi dasar perencanaan teknis Jalan.

Preservasi Jalan adalah kegiatan penanganan Jalan untuk
mempertahankan kondisi Jalan agar tetap berfungsi secara
optimal melayani lalu lintas hingga mencapai umur
rencana.
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Keselamatan Jalan adalah pemenuhan fisik elemen Jalan
terhadap persyaratan teknis Jalan dan kondisi lingkungan
Jalan yang menghindarkan atau tidak menjadi sebab
terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Jalur Penghentian Darurat adalah jalur yang disediakan
pada Jalan yang memiliki turunan tajam dan panjang
untuk keperluan darurat atau untuk memperlambat laju
kendaraan jika mengalami kegagalan fungsi sistem
pengereman.

Lajur Pendakian adalah lajur yang digunakan untuk
kendaraan berat berkecepatan rendah pada Jalan mendaki.
Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan
pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan
Jalan sesuai dengan kewenangannya.

Bangunan Pelengkap Jalan adalah bangunan untuk
mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan yang
dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.

Jalur adalah bagian Jalan yang dipergunakan untuk lalu
lintas kendaraan.

Lajur adalah bagian jalur yang memanjang dengan atau
tanpa marka Jalan yang memiliki lebar cukup untuk
dilewati satu kendaraan.

Audit keselamatan Jalan adalah pemeriksaan aktivitas dan
prosedur terkait Pembangunan Jalan terhadap standar dan
kriteria teknis untuk menjamin keselamatan dan keamanan
pengguna Jalan.

Pasal 2

Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan
diberlakukan untuk Jalan Umum dalam pembangunan Jalan
baru dan Preservasi Jalan.

Perencanaan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

dilakukan berdasarkan pada Kriteria Perencanaan Teknis

Jalan agar Jalan yang direncanakan memenuhi Persyaratan
Teknis Jalan.

BAB II
PERSYARATAN TEKNIS JALAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Jalan harus memenuhi Persyaratan Teknis Jalan.
Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

FER Q0 O

kecepatan rencana;

lebar badan Jalan;

kapasitas Jalan;

Jalan masuk;

persimpangan sebidang;

Bangunan Pelengkap Jalan;

perlengkapan Jalan;

penggunaan Jalan sesuai dengan fungsinya; dan
ketidakterputusan.
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Bagian Kedua
Kecepatan Rencana

Pasal 4
Kecepatan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) huruf a merupakan kecepatan kendaraan yang mendasari
Perencanaan Teknis Jalan.
Kecepatan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi Perencanaan Teknis Jalan dengan
mempertimbangkan minimal fungsi Jalan, kelas Jalan, dan
kapasitas rencana.
Kecepatan rencana ditentukan berdasarkan Persyaratan
Teknis Jalan yang tercantum dalam Tabel Persyaratan Teknis
Jalan sebagaimana termuat dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Dalam hal kecepatan rencana menurut Persyaratan Teknis
Jalan tidak terpenuhi, kecepatan rencana dapat diturunkan
atas dasar pertimbangan keselamatan.

Bagian Ketiga
Lebar Badan Jalan

Pasal 5
Lebar badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) huruf b merupakan ukuran dari bagian ruang manfaat
Jalan yang terdiri atas:
a. jalur lalu lintas;
b. bahu Jalan;
c. median; dan
d. pemisah lajur.
Lebar badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan dengan mempertimbangkan minimal fungsi Jalan,
kelas Jalan, dan kapasitas rencana.
Lebar badan Jalan ditentukan berdasarkan Persyaratan Teknis
Jalan yang tercantum dalam Tabel Persyaratan Teknis Jalan
dan Ilustrasi Konfigurasi Potongan Melintang Badan Jalan
sebagaimana termuat dalam Lampiran I dan Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.

Pasal 6
Jalur lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf a merupakan suatu bagian dari Jalan yang digunakan
oleh lalu lintas kendaraan, baik 1 (satu) arah maupun 2 (dua)
arah dan terdiri atas minimal 1 (satu) lajur lalu lintas.
Jalur lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperuntukkan bagi kendaraan serta dapat dilengkapi dengan
lajur khusus sepeda motor, lajur sepeda, dan lajur angkutan
massal berbasis Jalan.
Dalam hal arus lalu lintas terdapat kendaraan berat
berkecepatan rendah dengan komposisi tertentu, disediakan
lajur pendakian.
Lebar jalur lalu lintas ditentukan berdasarkan Persyaratan
Teknis Jalan yang tercantum dalam Tabel Persyaratan Teknis
Jalan sebagaimana termuat dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 7

Bahu Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf b merupakan suatu bagian dari Jalan yang berfungsi

sebagai lajur darurat dan pendukung lateral konstruksi
perkerasan Jalan.

Bahu Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi Persyaratan Teknis Jalan sebagai berikut:

a. muka perkerasan bahu Jalan rata dengan muka perkerasan
lajur lalu lintas;

b. diperkeras dengan perkerasan tidak berpenutup atau
berpenutup yang berkekuatan tidak boleh kurang dari 10%
lalu lintas lajur rencana, atau sama dengan lalu lintas yang
diperkirakan akan menggunakan bahu Jalan (diambil yang
terbesar);

c. pada Jalan Bebas Hambatan harus diperkeras seluruhnya
dengan perkerasan berpenutup lebih besar dari 60% (enam
puluh persen) dari kekuatan perkerasan lajur lalu lintas
yang berdasarkan perhitungan beban; dan

d. diberi kemiringan melintang untuk menyalurkan air hujan
yang mengalir melalui permukaan bahu Jalan.

Lebar bahu Jalan ditentukan berdasarkan Persyaratan Teknis

Jalan yang tercantum dalam Tabel Persyaratan Teknis Jalan

sebagaimana termuat dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8
Median sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c
merupakan bagian dari Jalan Bebas Hambatan dan Jalan raya
yang berfungsi untuk memisahkan arus lalu lintas yang
berlawanan arah.
Median sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. median yang ditinggikan; dan
b. median yang direndahkan.
Lebar median Jalan ditentukan berdasarkan Persyaratan
Teknis Jalan yang tercantum dalam Tabel Persyaratan Teknis
Jalan sebagaimana termuat dalam Lampiran [ yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9
Pemisah lajur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf d merupakan bagian Jalan yang digunakan untuk
memisahkan arus lalu lintas searah yang memiliki perbedaan
fungsi Jalan, kelas Jalan, kecepatan rencana, kecepatan
operasional, dan/atau peruntukan jenis kendaraan yang
diizinkan beroperasi.
Pemisah lajur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. marka garis tepi;
b. bahu dalam; dan
c. bagian bangunan yang ditinggikan.
Lebar pemisah lajur diukur sesuai dengan jarak antarsisi
dalam marka garis tepi.



